BAB YV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan hasil analisis yang telah dijelaskan

pada bab sebelumnya, peneliti menyimpulkan bahwa:

1.

Penerapan penyusutan arsip Inspektorat tahun 2023-2024 dilakukan
sesuai Peraturan Kepala ANRI Nomor 9 Tahun 2017 yang berisi
pedoman penyusutan arsip di ANRI dan Peraturan ANRI Nomor 8
Tahun 2022 terkait jadwal retensi arsip ANRI. Penyusutan dilakukan
melalui:

a. Pemindahan arsip dilakukan Unit Pengolah Inspektorat dengan

memindahkan arsip inaktif dari Central File ke Record Center Unit

Kearsipan ANRI.

. Pemusnahan arsip Inspektorat dilakukan oleh Unit Kearsipan, tidak

dimusnahkan sendiri. Arsip dimusnahkan dengan cara dilebur
seluruhnya.

Penyerahan arsip statis ANRI oleh Unit Kearsipan. Pada tahun
tersebut, tidak ada arsip Inspektorat yang diserahkan ke ANRI

karena tidak ada arsip kriteria permanen sesuai JRA.

2. Dalam penerapan penyusutan arsip di Inspektorat ANRI masih belum

optimal karena

Inspektorat ANRI belum melakukan pemindahan arsip inaktif
secara rutin. Masih terdapat arsip yang disimpan melewati retensi
arsip aktifnya yang menyebabkan penumpukan volume arsip.

SDM kearsipan di Inspektorat ANRI belum memadai. Inspektorat
hanya memiliki satu Arsiparis yang merangkap jabatan menjadi

Sekretaris dan Pengelola Central File.
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c. Belum ada Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang
Pemindahan Arsip yang berlaku di Unit Pengolah. SOP
Pemindahan Arsip yang ada, hanya berlaku di Unit Kearsipan.

d. Kesulitan dalam mengimplementasikan Peraturan ANRI Nomor 8

Tahun 2022 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan ANRI.

3. Untuk mengoptimalkan penerapan penyusutan arsip berdasarkan jadwal

retensi arsip terdapat beberapa strategis yang dapat diterapkan, yaitu:

a. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan penyusutan arsip
di Inspektorat secara berkala.

b. Memberdayakan mahasiswa/siswa magang untuk membantu dalam
kegiatan kearsipan di Inspektorat serta meningkatkan kompetensi
Arsiparis dengan mengikuti diklat maupun workshop kearsipan.

c. Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang
Pemindahan Arsip di Unit Pengolah.

d. Mengkaji ulang/ merevisi Peraturan tentang Jadwal Retensi Arsip
di Lingkungan ANRI disesuaikan dengan tugas dan fungsi Unit

Kerja serta memperhatikan lamanya retensi dan nasib akhir arsip.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian dan kesimpulan yang telah dijelaskan

diatas, maka peneliti memberikan beberapa sebagai berikut:

1.

Perlu menambah SDM Kearsipan yang disesuaikan dengan analisis
beban kerja dan peningkatan kompetensi di Inspektorat ANRI dengan
mengikuti diklat, workshop, dan bimbingan teknis.

Unit Kearsipan ANRI perlu melakukan monitoring dan evaluasi atas
penyelenggaraan kearsipan di Unit Pengolah secara berkala. Monitoring
dan evaluasi dilakukan mulai dari kegiatan penciptaan arsip,
pemeliharaan dan penggunaan arsip, hingga penyusutan arsip. Sehingga
siklus hidup arsip berjalan dengan baik dan menghindari penumpukan

volume arsip di Central File dan Record Center.
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3.

Inspektorat perlu menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP)
tentang Pemindahan Arsip di Unit Pengolah Inspektorat sebagai acuan
kerja Pengelola Central File dalam melakukan pemindahan arsip.

ANRI perlu mengkaji ulang/ merevisi Peraturan ANRI Nomor 8 Tahun
2022 tentang Jadwal Retensi Arsip di Lingkungan ANRI disesuaikan
dengan tugas dan fungsi Unit Kerja serta memperhatikan lamanya

retensi dan nasib akhir arsip.
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